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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk
pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Raha terhadap progres kinerja selama satu
tahun anggaran LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari
rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga
sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya,
sehingga ada keterkaitan substansial antara LK|jIP dengan Laporan Tahunan yang
menggambarkan progres yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP
maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman guna menyusun suatu
kebijakan yang lebih visioner dan progressif sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang telah diamandemen menentukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan
Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
amandemen tersebut, khususnya Bab IX pasal 24 telah membawa perubahan yang
signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu diubahnya Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Perubahan
tersebut adalah kembalinya konsep sistem peradilan satu atap (one roof system)
dari sistem peradilan dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan
mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana
dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-
undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.
Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang
Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan
tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat kedua, dalam hal ini Pengadilan Negeri
Raha bertanggung jawab melaksanakan tugas dan
fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (law enforcement) di peradilan
tingkat kedua. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk
laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggung jawaban kinerja secara
periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta
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menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi
tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini disusun dengan
tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun
sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program
kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa
Pengadilan Negeri Raha mempunyai komitmen dan tekad yang
kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
baik, akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang
dituangkan dalam Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah Agung R.I. 2010 — 2035.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
Pengadilan Negeri Raha dibuat dengan sebenarnya.

Raha, Januari 2022
dilan Negeri Raha /
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKjiP Pengadilan Negeri Raha mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan
RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025. Dalam
mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Raha telah berupaya
semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.
Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah Pengadilan Negeri
Raha akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya
masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan
meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan
sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan peradilan umum yang
berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Raha sebagai Pengadilan negeri tingkat pertama
dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menjadi kawal depan
Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Raha antara lain :

1. Fungsi mengadili (judicial power),

2. Fungsi pembinaan, peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian dan pembangunan;

3. Fungsi pengawasan

4. Fungsi nasehat

5. Fungsi administratif

6. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan

riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,
sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 1-
144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
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sebagai Pengganti Surat Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
-144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Raha menjadi landasan dan titik awal
dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan
Negeri Raha yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung”. Untuk
mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Raha menetapkan misi sebagai berikut :

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Raha.
Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Raha.

ol B ol e

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Raha.

a. Tujuan Strategis
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan
strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
danterpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal baik internal
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,
efektif dan efisien
8. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja
b. Sasaran Strategis
Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan
Negeri Raha menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

P~ W N =

Program Utama

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Negeri Raha dalam tahun 2020 — 2024. Untuk mewujudkan visi
dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai
program, sebagai berikut:
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Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka

Pengadilan Negeri Raha mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan
Negeri Raha yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan
bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Raha harus didukung oleh
manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu
dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis
lainnya.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan
Negeri Raha dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri
Raha.

b. Kegiatan

Kegiatan pada Pengadilan Negeri Raha tentunya tidak terlepas dari
tanggung jawab dari setiap unsur unsur yang terdapat pada kantor
Pengadilan Negeri Raha mulai pada tingkat pimpinan kebawah. Capaian
kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator
kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Raha tahun 2022 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
NO | KINERJA UTAMA

KINERJA % % %
1 Terwujudnya Proses | Persentase Sisa
Peradilan yang Pasti, | Perkara Perdata
100 100 100,0
Transparan dan | yang
Akuntabel Diselesaikan
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Persentase Sisa
Perkara Pidana
yang
Diselesaikan

100 100 100,0

Persentase

Perkara Perdata
yang 100 97,59 97,59
Diselesaikan
Tepat Waktu

Persentase

perkara pidana
yang 97 100 103
diselesaikan

tepat waktu

Persentase
Perkara  yang
Tidak

. 90 76,7 85,2
Mengajukan
Upaya Hukum

Banding

Persentase
Perkara Yang
Tidak

) 90 62 68,9
Mengajukan
Upaya Hukum

Kasasi

Persentase

Perkara Pidana
Anak yang 10 64,5 645,1
Diselesaikan

dengan Diversi

Index Kepuasan
Pencari 75 98,47 131,3
Keadilan

2 Peningkatan Persentase

Efektivitas Salinan Putusan
Pengelolaan Perkara Perdata
. . 100 100 100,0
Penyelesaian Perkara | yang dikirim
kepada Para

Pihak tepat
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waktu

Persentase
Salinan Putusan
Perkara Pidana
yang dikirim 100 100 100,0
kepada Para
Pihak Tepat
Waktu

Persentase

Perkara  yang
. ) 10 8,3 83
Diselesaikan

Melalui Mediasi

Meningkatnya Akses | Persentase
Peradilan bagi | Pencari
Masyarakat Miskin | Keadilan
dan Terpinggirkan Golongan
Tertentu yang 100 100 100
Mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Meningkatnya Persentase
Kepatuhan terhadap Putusan
Putusan Pengadilan Perkara Perdata
yang Ditindak
lanjuti
(Dieksekusi)

= Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja

Sasaran tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Presentase penyerapan belanja pegawai
Presentase penyerapan belanja barang
3. Presentase penyerapan belanja modal

Presentase penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran dalam DIPA
dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran.
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi belanja pegawai, belanja
barang dan belanja modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , meliputi belanja barang dan belanja
jasa profesi
A. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak
mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,
honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak
termasuk dalam belanja pegawai yang telah terealisasi selama Tahun
Anggaran 2022. Hal ini dapat kita lihat ada PAGU belanja pegawai
yang telah terserap sebesar 92,98%.
B. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan
jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran
termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan
penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang
telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang
meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak
mengikat. Belanja Barang Operasional untuk DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi yang telah terserap adalah sebesar 99,46%, sedangkan
untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang terserap adalah sebesar
99,61%.

C. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan,
peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung
untuk tupoksi yang telah terserap sebesar 100%.

Adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat
menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala/hambatan
tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala di Pengadilan
Negeri Raha antaranya perkara yaitu jumlah Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita
Pengganti yang masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah beban
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perkara. Jumlah Staf Pengadilan Negeri Raha juga sedikit, sehingga ada beberapa

staf yang masih merangkap tugas.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil
yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu
adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran
progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian
proses kerja  adalah pendokumentasian sebagai  bentuk  laporan
pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk
memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan
LKjiP Pengadilan Negeri Raha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan
yang baik (good govemance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan
pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025. Dalam
mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Raha telah berupaya
semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.

Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah Pengadilan
Negeri Raha akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan
dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan
meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan
sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI
Dalam Undang — Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dinyatakan bahwa Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan
Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa,
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dan memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
berdasarkan Undang-Undang.

Tugas Pengadilan Negeri Raha Kelas Il yang dituangkan dalam Undang-
Undang Rl Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-
Undang Rl Nomor 49 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas
dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara
pidana dan perdata.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Raha antara lain :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
dalam tingkat pertama;

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya baik
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat dan
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,Sekretaris, Panitera
Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dibawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap
pelaksaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis
dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian,keuangan dan
umum/perlengkpan dan perencanaan Tl dan pelaporan);

6. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai Pengganti Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
1144/KMAJSK/NVIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu
tahun,penyusunan LKJiP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan
dimengerti. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 telah dibuat outline
LKJiP sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab| PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum dari Pengadilan Negeri
Raha dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued).

Bab Il PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan
perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab Ill AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran — sasaran Pengadilan Negeri
Raha, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja
serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan
adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Raha di masa
yang akan datang.

Lampiran :

Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 — 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

Surat Keputusan tentang Tim Penyusun LKJiP Tahun 2022

@ o kKNS
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Raha. Rencana Strategis
ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana
tindakan . Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri
Raha baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.
Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya,tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

. VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan
arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi
dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Adapun Visi Badan
Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10
September 2009 yang menjadi Visi MA adalah: “TERWUJUDNYA BADAN
PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”. Mengacu kepada Visi MA
tersebut, maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan Peradilan Tingkat
Pertama Kelas |l dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam
Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI
mempunyai Visi: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG
AGUNG” Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :  Menjalankan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang
merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan
institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri
Raha, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
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2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Raha

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu
pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu di perlukan pemahaman yang
mendalam atas permasalahan yang di hadapi dan rencana serta strategi
yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar
dapat mendorong terwujudanya lembaga peradilan yang bermartabat,
berwibwa dan di hormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Raha
adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan
SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang di perlukan sesuai dengan
hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.

2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan
Fungsional serta seluruh staf sesuai tuposki masing-masing.

3. Melakukan Pengawasan secara periodik yang di lakukan oleh Hakim
pengawas bidang dan atasan langsung.

4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi
masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-
temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim
pengawas bidang.

5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui
tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah
dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah
bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam
atas permasalahan yang ada pada Pengadilan Negeri Raha Kelas Il dan
diperlukan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk
menjawab permasalahan yang muncul, yang bertujuan agar dapat
mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa,
dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

Il. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
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serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Raha Kelas [l merupakan
penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan
Negeri Raha Kelas |l dapat secara tetap mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu
satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini
dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih
dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan
Negeri Raha Kelas Il untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi
telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi
organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam
mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan
memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan strategis tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
danterpinggirkan.
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal baik internal
Peningkatan kualitas sumber daya manusia

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,
efektif dan efisien

8. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja
Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Raha Kelas Il adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
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.  PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

1. Program Utama

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Negeri Raha dalam tahun 2020 — 2024. Untuk mewujudkan visi
dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai
program, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka
Pengadilan Negeri Raha mempunyai program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan
Pengadilan Negeri Raha yang melaksanakan tugas pokok peradilan
umum.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum
dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari
kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk
melaksanakn tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Raha harus
didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang
dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan.
Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan
pelaksana tugas teknis lainnya.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan
Negeri Raha dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri
Raha.

2. Kegiatan
Kegiatan pada Pengadilan Negeri Raha tentunya tidak terlepas dari
tanggung jawab dari setiap unsur unsur yang terdapat pada kantor Pengadilan
negeri Raha mulai pada tingkat pimpinan kebawah yang terdiri dari :

a. Ketua Pengadilan : - Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan
Negeri Raha dalam mengawasi,
mengevaluasi, dan melaporkan
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pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan
tugas menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

b. Wakil Ketua : - Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Raha
dalam hal merencanakan dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Raha serta mengkoordinir dan melaporkan
Pengawasan tugas kepada Ketua
Pengadilan Negeri Raha.

c. Hakim : - Menerima dan meneliti berkas perkara serta
bertanggung jawab atas perkara yang
diterima yang menjadi wewenangnya baik
dalam proses maupun peneyelesaiannya
sampai dengan minutasi. Berkoordinasi
dengan Ketua Pengadilan Negeri Raha
dalam menyusun Program kerja jangka
panjang dan jangka pendek. Serta
melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin
atas perintah Ketua.

d. Panitera . a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan  pengelolaan  administrasi
perkara perdata;

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi
perkara pidana;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi
perkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi
perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;

f. pelaksanaan administrasi keuangan yang
berasal dari APBN dalam program teknis
dan keuangan perkara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan, minutasi, evaluasi dan
administrasi Kepaniteraan;

pelaksanaan mediasi,

0

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan
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kejurusitaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Ketua Pengadilan Negeri.

e. Sekretaris a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan
perencanaan program dan anggaran;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan keuangan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan
organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi
informasi dan statistik;

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan
perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di
lingkungan  Kesekretariatan  Pengadilan

Negeri Kelas Il.
f. Panitera Muda : a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan
Perdata kelengkapan berkas perkara perdata;

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan
permohonan,;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah
diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas
perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan
tingkat pertama kepada para pihak yang
tidak hadir;

f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan
putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman
berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali;
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h. pelaksanaan pengawasan terhadap

pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung;

i. pelaksanaan penerimaan Konsinyasi;

j. pelaksanaan penerimaan permohonan
eksekusi;

k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara
yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;

|.  pelaksanaan penyerahan berkas perkara
yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

m. pelaksanaan urusan tata usaha
kepaniteraan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Panitera.
g. Panitera Muda : a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan
Pidana kelengkapan berkas perkara pidana;

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

c. pelaksanaan penerimaan permohonan
praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon;

d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah
diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan;

e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan
pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan
penahanan;

f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin
penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik;

g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas
perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan
tingkat pertama kepada para pihak yang
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tidak hadir;

i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan

putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman
berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap
pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung pelaksanaan
pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

|. pelaksanaan penerimaan  permohonan
eksekusi;

m. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara
yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;

n. pelaksanaan penyerahan berkas perkara
yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

o. pelaksanaan urusan tata usaha
kepaniteraan; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Panitera
H Panitera Muda : a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan
Hukum penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman
pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan
pemeliharaan arsip perkara;

e. pelaksanaan Kkerja sama dengan Arsip
Daerah untuk penitipan berkas perkara,

f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan
penyajian bahan-bahan yang berkaitan
dengan transparansi perkara.

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari
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m. Jurusita

Pengadilan Negeri Raha

Subbagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi, dan

Pelaporan

Subbagian
Kepegawaian,
Organisasi dan

Tata Laksana

Subbagian Umum

dan Keuangan

Panitera

Pengganti

dan
Jurusita

Pengganti

masyarakat, hubungan masyarakat dan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Panitera.
Subbagian Perencanaan, Teknologi
Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan perencanaan, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi,
statistik, serta

dan pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi
serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan usulan pengangkatan cpans,
kenaikan pangkat, mutasi dan promosi
jabatan dan memeriksa surat izin cuti,izin
belajar dan surat serta mengarsip surat
keputusan (SK) intern.

Subbagian Umum dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat,
perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Mendampingi dan membantu Majelis Hakim
mengikuti

sidang pengadilan membuat

berita acara membuat instrumen sidang
mengetik putusan dan penetapan perkara
menyerahkan berkas perkara yang telah
selesai pada Panitera Muda Hukum / Meja
11l melalui Wakil Panitera serta bertanggung
jawab kepada Panitera /Sekretaris.

Melaksanakan dan

tugas kejurusitaan

bertanggungjawab dengan Panitera.
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Raha disusun berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan
dicapai pada tahun 2022, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1: Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

o

1. | Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata 100
Peradilan yang Pasti, yang Diselesaikan

Transparan dan Akuntabel

2. Persentase Sisa Perkara Pidana 100
yang Diselesaikan

3. Persentase Perkara Perdata 100
yang Diselesaikan Tepat Waktu

4 Persentase perkara pidana yang 97
diselesaikan tepat waktu

5. Persentase Perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

6. Persentase Perkara Yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

7. Persentase perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

8. Persentase Perkara Pidana Anak 10

yang Diselesaikan dengan

Diversi

9. Index Kepuasan Pencari 75
Keadilan

10| Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan 100

Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perdata yang dikirim
Perkara kepada Para Pihak tepat waktu

11 Persentase Salinan Putusan 100

Perkara Pidana yang dikirim
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kepada Para Pihak Tepat Waktu

12 Persentase Perkara yang 10

Diselesaikan Melalui Mediasi

13} Meningkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan 100
Peradilan bagi Masyarakat Golongan Tertentu yang
Miskin dan Terpinggirkan Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

14| Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 5
terhadap Putusan Perdata yang Ditindak lanjuti
Pengadilan (Dieksekusi)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022 berpedoman dan
terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan Kebijakan Umum
Mahkamah Agung Rl dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2022. Hasil reviu
Renstra 2020 — 2024 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Raha, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Raha
Tahun 2022 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan
dicapai Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2022.

Perjanjian kinerja tahun 2022 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut
serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan
Negeri Raha pada tahun 2022 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun
2023 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.2: Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara 100
Peradilan yang Pasti, Perdata yang Diselesaikan

Transparan dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Pidana 100
yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata 100
yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang 97
diselesaikan tepat waktu
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Persentase Perkara yang Tidak 90

Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Persentase Perkara Yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

Persentase perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana 10

Anak yang Diselesaikan dengan

Diversi
Index Kepuasan Pencari 75
Keadilan

2. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan 100

Pengelolaan Penyelesaian | Perkara Perdata yang dikirim
Perkara kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan 100
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Perkara yang 10
Diselesaikan Melalui Mediasi

3. | Meningkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan 100
Peradilan bagi Masyarakat | Golongan Tertentu yang
Miskin dan Terpinggirkan Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara 5
terhadap Putusan Perdata yang Ditindak lanjuti
Pengadilan (Dieksekusi)
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2022
dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Tahun 2022.

KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA % % %
1 Terwujudnya Persentase Sisa
Proses Perkara Perdata yang 100 100 100,0
Peradilan yang | Diselesaikan
Pasti, Persentase Sisa
Transparan Perkara Pidana yang 100 100 100,0

dan Akuntabel | Diselesaikan

Persentase Perkara

Perdata yang
100 97,59 97,59
Diselesaikan Tepat
Waktu
Persentase perkara
idana yan
P yang 97 100 103

diselesaikan tepat
waktu

Persentase Perkara
yang Tidak Mengajukan 90 76,7 85,2
Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara

Yang Tidak
_ 90 62 68,9
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persentase Perkara
Pidana Anak yang
10 586 56

Diselesaikan dengan

Diversi
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Index Kepuasan
75 97,70 130,3
Pencari Keadilan
2 | Peningkatan | Persentase Salinan
Efektivitas Putusan Perkara
Pengelolaan | Perdata yang dikirim 100 100 100
Penyelesaian | kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
Persentase Salinan
Putusan Perkara
Pidana yang dikirim 100 100 100
kepada Para Pihak
Tepat Waktu
Persentase Perkara
yang Diselesaikan 10 8,3 83
Melalui Mediasi
3 Meningkatnya | Persentase Pencari
Akses Keadilan Golongan
Peradilan bagi | Tertentu yang
Masyarakat Mendapat Layanan 190 100 100
Miskin dan Bantuan Hukum
Terpinggirkan | (Posbakum)
4 Meningkatnya Persentase Putusan
Kepatuhan
Perkara Perdata yang
terhadap Diti — 5 4 80
itindak lanjuti
Putusan (Dieksekusi)
Pengadilan
2 realisasi
Capaian : Fargee 100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran

strategis:

Sasaran | : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri

Raha dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.

digambarkan pada tabel di bawah ini:

Sasaran

ini terdiri dari enam

indikator,

sebagaimana

Tabel 3.2: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

NO KINERJA INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
UTAMA KINERJA % % %
1 | Terwujudnya | Persentase Sisa

Proses Perkara Perdata 100 100 100,0

Peradilan yang | yang Diselesaikan

?f ;r:;paran Persentase Sisa

dan:akuntabel Perkarg Pldan_a 100 100 100,0
yang Diselesaikan
Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat 100 55 97,95
Waktu
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Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan tepat
waktu

Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

Index Kepuasan
Pencari Keadilan

97 100 103

30 76,7 85,2

90 62 68,9

10 64,5 645,1

75 98,47 131,3

Sasaran 1
Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di
tahun 2022.

- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum
diputus.

Tabel 3.3: Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Target | Realisasi Capaian %

% % 2022 2021 | 2020

INDIKATOR KINERJA

Presentase sisa perkara yang diselesaikan :

Pidana 100 100 100 100 100

Perdata 100 100 100 100 100

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang
masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga

menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di
bawah ini:
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Tabel 3.4: Data Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2022

Jenis . Diselesaikan Tahun 2022
Pemohonan =it Talun 2023 diregister Tahun 2021
Pidana biasa 1 1
Jumlah 1 1

Sisa perkara pidana tahun 2021 sebanyak 1 perkara, dari jumlah
tersebut telah diselesaikan di tahun 2022 sebanyak 1 perkara (100%). Hal ini
menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Raha terus berupaya meningkatkan
penyelesaian perkara.

Tabel 3.5: Data Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 2022

2 : Diselesaikan Tahun 2022
Jenis Pemohonan Sisa Tahun 2021 diregister Tahun 2021
Gugatan 8 8
Jumlah 8 8

Sisa perkara Perdata tahun 2021 sebanyak 8 perkara, dari jumlah
tersebut telah diselesaikan di tahun 2022 sebanyak 8 perkara (100%) hal ini
menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Raha terus berupaya meningkatkan
penyelesaian perkara.

Tabel 3.6 sisa perkara yang di selesaikan dari tahun 2020 - 2022

Sisa perkara 2020 2021 2022
Pidana 2 1 0
Perdata 2 8 2
Jumlah yang di selesaikan 4 9 2
Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan
antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan
ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor
214/KMA/SK/XI11/2014 tanggal 30 Desember 2015, yaitu 250 hari kalender
terhitung mulai berkas diterima di Pengadilan Negeri Raha sampai dengan
pengiriman putusan. Ketentuan ini berlaku untuk perkara yang diregister
tahun 2022.
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Tabel 3.7: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pengadilan Negeri Raha

Indikator kinerja Target % Realisasi % Capaian

2022 2021 2020
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Pidana 97% 100% 103% 102,6% 108,1%
Perdata 100% 97,59% 97,59% 100% 100%

- Pidana dan perdata
Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar
108,1% dan pada tahun 2021 terdapat penurunan menjadi 102,6%. Beban
perkara tahun 2022 sebanyak 230 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu
sebanyak 230 Perkara (100 %).

Tabel 3.8: Beban Perkara pidana Tahun 2020 - 2022

Sisa Masuk | Perkara | Jumlah
No Jenis Perkara Tahun Tahun Tahun yang beban

Lalu ybs putus | perkara
1. 2020 10 235 233 245
2. Pidana 2021 2 219 220 221
3. 2022 1 229 230 230
4, 2020 S 43 41 48
5. Perdata 2021 2 86 80 88
6. 2022 8 75 81 83

Rata-rata waktu menyelesaikan perkara pada masing-masing jenis perkara
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9: Rata- rata Waktu Menyelesaikan Perkara Pidana pada Pengadilan
Negeri Raha Tahun 2022

Perkara selesai Perkara aktif
(telah minutasi) belum minutasi
No Nama > <= >
<=sBulan | 2% | guin | bulan | “Keterangan
| Pengadilan Negeri Raha
A Pidana
1 Pidana Biasa 196 0 0 0
2 Pidana Singkat 0 0 0 0
3 Pidana Cepat 3 0 0 0
4 Pidana Anak 3 0 0 0
4 Pidana lalu lintas 1940 0 0 0
5 Praperadilan 0 0 0 0
B. Perdata
1 Gugatan 20 0 0 0
Gugatan
- sedgerhana 2 0 g 0
3. Permohonan 61 0 0 0
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Pada tabel tersebut diatas menunjukkan waktu menyelesaikan perkara
tahun 2022 perkara pidana selesai yang telah diminutasi kurang dari 5 (lima) bulan
yaitu : pidana biasa sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) perkara, Pidana
Cepat sebanyak 3 (tiga) Perkara, Pidana Anak sebanyak 31 (tiga puluh satu)
Perkara, dan Pidana Lalu Lintas sebanyak 1940 (seribu Sembilan ratus empat
puluh) Perkara. Perkara tahun 2022 tidak ada perkara pidana yang diminutasi lewat
dari 5 (lima) bulan. Untuk perkara perdata, perkara yang diselesaikan kurang dari 5
(lima) bulan perdata gugatan sebanyak 20 (dua puluh) perkara, Gugatan
Sederhana sebanyak 2 (dua) Perkara dan permohonan sebanyak 61 (enam puluh
satu) perkara, tidak ada perkara aktif selesai yang diminutasi lewat dari 5 (lima)
bulan.

Sasaran 1
Indikator kinerja ke - 3: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas

putusan pengadilan.

Tabel 3.10: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

:?i:':;;or Target (%) Realisasi (%) 2022 | Ca;:;lln l 2020
Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding 100% 100% 85,2% 95,6% 100%
Kasasi 100% 100% 68,9% 76,6% 100%
PK 100% 0% 0% 111,1% | 100%

Tabel 3.11: Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
Tahun 2020 — 2022

Perkara tehun

2020 2021 2022
Pidana 191 173 166
Perdata 37 75 7
Jumlah 228 248 243

Tabel 3.12: Perkara yang di selesaikan Tahun 2020 - 2022

Perkara yang di Tahun

selesaikan 2020 2021 2022
Pidana 243 220 230
Perdata 41 80 81
Jumlah 284 300 311
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Analisis Capaian sebagai berikut:

- Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK
pada tahun 2020 sebanyak 228 perkara berkisar 80,3% kemudian pada tahun
2021 berjumlah 248 perkara atau berkisar 82,6%, dan pada Tahun 2022
sebanyak 243 perkara atau berkisar 78,1%

Berikut ini adalah keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022:

Pengadilan Negeri Raha selama tahun 2022 menerima sebanyak 229 perkara, sisa

perkara tahun 2021 sebanyak 1 perkara, sehingga beban perkara yang diadili

berjumlah 230 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 230 perkara.

Tabel 3.13: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Raha Tahun 2020—

2022
. Sisa Masuk | Jumlah .
No Péerl?;sra Tahun Tahun Tahun beban | putus Aslii?r
Lalu ybs perkara
1
2 s 2020 10 305 315 303 2
3 eand 1 2021 2 219 221 | 220
4 2022 1 229 230 230 0
5
6 Beiats 2020 5 43 48 41 2
7 2021 2 86 89 80 8
8 2022 8 75 83 81 2
Keadaan perkara Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 adalah sebagai
berikut :

Tabel 3.14: Keadaan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022

Sisa Perkara | Perkara Sisa
No Nama tahun masuk | yang di | perkara | *Keterangan
2021 2022 putus 2022
| Pengadilan Negeri Raha
A Pidana
Pidana
1 Biass 1 195 196 0
Pidana
2 Cepat 0 3 3 0
Pidana
3 Ringan 0 0 0 0
4 | Pidana Anak 0 31 31 0
Perkara lalu
5 fintas 0 1940 1940 0
Pidana
6 Praperadilan . L L 0
B. Perdata
1. | Gugatan 8 12 18 2
2 | Permohonan 0 61 61 0




Pengadilan Negeri Raha —

Gugatan
‘3 sederhana l 0 ‘ 2 } 2 | 0 ‘ ‘
Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 4: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversi.

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah
perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan
jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.15: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Capaian

Indikator Kinerja Target | Realisasi 2022 | 2021 | 2020

Persentase perkara pidana

anak yang diselesaikan 10% 64,5% 645% | 56% | 0%
dengan diversi

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 capaian perkara anak yang
berhasil di selesaikan melalui diversi naik menjadi 645%. Diversi merupakan
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses
diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum
berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi
belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib
mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa
dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih
dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi
(gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak
melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Untuk Tahun 2022 perkara anak
yang berhasil diselesaikan melalui diversi 1 perkara dan gagal diselesaikan secara
diversi 2 perkara.

Tabel 3.16: Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2022

No Perkara Jumlah
1 Sisa 2021 -
2 Masuk 2022 31
3 | Putus 2022 31
4 | Sisa 2022 -
5 | Diversi berhasil 24
6 | Diversi gagal 7
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Indikator kinerja ke - 5: Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

Sasaran 1

layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan
masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan
Table 3.17 Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan

Capaian
2022 2021 2020

Indikator Kinerja Target | Realisasi

Indeks Responden Pencari
Keadilan yang puas | 75% 98,47% 131,3 | 130,3% | 118,7%
terhadap layanan Peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Raha melakukan survei terhadap
Pencari Keadilan yang puas terhadap Pengaadilan Negeri Raha.
Survei tersebut dilakukan melalui Akreditasi Penjaminan Mutu dengan ruang lingkup
yaitu:
Persyaratan.
Prosedur layanan
Waktu pelayanan
Biaya / tarif layanan
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompotensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana

Maklumat Pelayanan

© © N O O s~ W N =

Penganan Pengaduan, saran dan masukan

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai
tabel berikut

Table 3.18: Kategori Penilaian Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat

Norma Skor
No. Mutu Pelayanan
Skala 100 Skala 1-4
1. A (Sangat Baik) 81,26 — 100,00 3,26 — 4,00
2. B (Baik) 62,51 — 81,25 2,51-3,25
3. C (Kurang Baik) 43,76 — 62,50 1,76 — 2,50
4, D (Tidak Baik) 25,00 - 43,75 1,00-1,75
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Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 105 bendel
angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Raha Kelas
Il dan hasil analisis data yang telah dilakukan,diketahui bahwa Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Raha Kelas Il sebesar 98,47% berada
pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81.26 s/d 100). Adapun capaian yang
diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Raha Kelas II yang telah
ditetapkan sebesar 131,3 %. Hasil tersebut berada tepat sasaran mutu yang
ditetapkan Pengadilan Negeri Raha.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis
selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang
lingkup tersebut.

Table 3.19: Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Raha Kelas
I

Rata-rata
No. Ruang Lingkup Kategori | Peringkat
Skor
1| Persyaratan 3,924 Sangat Baik 8
o | Prosedur 3,833 Sangat Baik 7
3 | Waktu Pelayanan 3,905 Sangat Baik 9
4 | Biayaltarif 3,943 Sangat Baik 6
5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,981 Sangat Baik 3
6. | Kompetensi Pelaksana 3,971 Sangat Baik 4
7 | Perilaku Pelaksana 3,990 Sangat Baik 2
g | Maklumat Pelayanan 3,952 Sangat Baik 5
Penanganan Pengaduan, Saran dan 4,000 Sangat Baik 1
. masukan

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Raha
dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini
terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.20: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Target | Realisasi | Capaian

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
% % %
1 Peningkatan efektifitas | a.  Presentase salinan putusan
engelolaan erkara perdata yang dikirim
perg L 100% | 100% | 100%
penyelesain perkara kepada para pihak tepat
waktu

b Presentase salinan putusan
perkara pidana yang dikirim 100% 100% 100%
kepada para pihak tepat

waktu

b. Presentase perkara yang
10% 10% 100%

diselesaikan lewat mediasi

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 1: Presentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim
kepada para pihak tepat waktu. Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para
pihak tepat, yaitu perbandingan antara jumlah isi putusan yang di terima tepat waktu

dengan jumlah putusan.

Tabel 3.21: Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu

Capaian

Indikator kinerja utama Target Realisasi
2022 | 2021 | 2020

Presentase salinan putusan

perkara perdata yang
. ) 100% 100% 100% | 100% | 100%
dikirim kepada para pihak

tepat waktu

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara yang diterima oleh para pihak
tepat waktu sebesar 100% begitu pula mulai dari tahun 2021 sampai dengan
2022 persentase penyampaian isi putusan yang tepat waktu mencapai 100%.

Tabel 3.22 . Jumlah penyampaian putusan tahun 2022

No Jenis Keterangan Tahun
Perkara 2022
Jumlah berkas Gugatan yang putus selama 18
Tahun 2022
1 | Gugatan e :
Jumlah relaas putusan yang disampaikan 28
kepada para pihak
Jumlah berkas Gugatan sederhana yang putus 5
2 Gugatan selama Tahun 2022
Sederhana | Jumlah relaas putusan yang disampaikan 5
kepada para pihak
Jumlah berkas permohonan yang putus selama
3 | Permohonan Tahun 2022 61
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Jumlah

relaas putusan yang disampaikan
kepada para pihak

61’

Indikator kinerja ke - 2: Presentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim

kepada para pihak tepat waktu. Presentase salinan putusan yang di terima oleh

para pihak tepat waktu, yaitu perbandingan antara jumlah isi putusan pidana yang di

terima tepat waktu dengan jumlah putusan

Tabel 3.23: Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu

Capaian
Indikator kinerja utama Target Realisasi
2022 | 2021 | 2020

Presentase salinan
putusan perkara pidana

L 100% 100% 100% | 100% | 100%
yang dikirim kepada para
pihak tepat waktu

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara pidana yang di terima oleh para pihak

tepat waktu sebesar 100% begitu pula mulai dari tahun 2021 sampai dengan

2022 persentase penyampaian isi putusan yang tepat waktu mencapai 100%.

Tabel 3.24: Jumlah penyampaian putusan tahun 2022

No Jenis Perkara

Keterangan

Tahun 2022

1 Pidana biasa

Jumlah berkas pidana biasa yang
putus selama Tahun 2022

196

Jumlah relaas  putusan
disampaikan kepada para pihak

yang

196

2 Pidana Anak

Jumlah berkas pidana anak yang
putus selama Tahun 2022

31

Jumlah  relaas  putusan
disampaikan kepada para pihak

yang

31

3 | Pidana Singkat

Jumlah berkas pidana Singkat yang
putus selama Tahun 2022

NIHIL

Jumlah  relaas  putusan
disampaikan kepada para pihak

yang

NIHIL

4 | Pidana Cepat

Jumlah berkas pidana Cepat yang
putus selama Tahun 2022

Jumlah relaas  putusan
disampaikan kepada para pihak

yang

NIHIL

5 | Pra Peradilan

Jumlah berkas pidana praperadilan
yang putus selama tahun 2022

NIHIL

Jumlah relaas  putusan
disampaikan kepada para pihak

yang

NIHIL

6 Pidana Lalu Lintas

Jumlah berkas pidana lalu lintas yang
putus selama tahun 2022

1940

Jumlah relaas  putusan
disampaikan kepada para pihak

yang

1940
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Indikator kinerja ke - 3 : Presentase perkara yang di selesaikan lewat mediasi.

Sasaran 2:

Presentase perkara yang di selesaikan lewat mediasi adalah perbandingan
antara jumlah perkara yang diselesaikan lewat mediasi dengan jumlah perkara
yang dilakukan mediasi
Tabel 3.25: Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi

Indikator kinerja utama Target Realisasi Capaian
2022 | 2021 | 2020

Presentase perkara yang
di selesaikan lewat 10% 8,3% 83% | 100% | 0%
mediasi

a. persentase mediasi yang diselesaikan
Indikator ini ditargetkan 10% sedangkan realisasi pencapaiannya 8,3%, hal
ini disebabkan karena dalam melakukan mediasi kedua belah pihak ada
beberapa yang berhasil menemui kesepakatan. Perkara mediasi pada tahun
2022 yaitu 9 perkara gugatan. Hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan
melalui mediasi dan 8 perkara lainnya gagal diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 3.26. Perkara mediasi 2022

No Perkara 2022 Jumlah perkara
1 Perkara perdata yang dilakukan mediasi -
1. Gugatan 9
2. Gugatan sedehana =
Mediasi berhasil 1
Mediasi gagal 8

Mediasi sedang berlangsung -

Sasaran 3:

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Raha berupaya keras
untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan
melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.27: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan
Target | Realisasi | Capaian
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
% % %
3 Meningkatkan akses Persentase pencari keadilan
100% 100% 100%
peradilan bagi golongan tertentu yang mendapat
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masyarakat miskin dan

terpinggirkan (/Posbakum)

layanan bantuan hukum \ \ \

Sasaran 3
Indikator kinerja: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum).

Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum ( Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah Presentase
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (
Posbakum) dengan jumiah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.28: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum ( Posbakum).

Pengadilan Negeri Raha _

Capain
Indikator kinerja utama Target Realisasi
2022 2021 | 2020
Presentase pencari keadilan 100% 100% 100% | 100% | 100%

golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan

hukum ( Posbakum).

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para
pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program
ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan
advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang
dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan
melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan
jumiah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pemberian layanan
Posbakum Pengadilan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang dilakukan
oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Tabel 3.29: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum
Sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

Tahun Jumlah posbakum Jumlah layanan
2020 1 312 Jam layanan
2021 1 312 Jam layanan
2022 1 312 jam layanan

Pada tahun 2022 pada lingkungan peradilan umum berhasil memberikan 81
bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu.
Sasaran 4, Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak
lanjuti (dieksekusi).
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Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata dan sudah berkekuatan
hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan
perkara perdata dan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk
mengukur Kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 3.30: Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja utama Target Realisasi Capaian
2022 2021 2020

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti 5% 4% 80% 80% 0%
(dieksekusi).

Pada tahun 2022, tidak ada perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum
tetap yang dimohonkan eksekusi, akan tetapi ada 1 (satu) perkara perdata yang
telah mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2018 dan baru dilaksanakan
eksekusi pada tahun 2022.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Sasaran 5:

Indikator kinerja ke — 1 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat
peradilan secara optimal baik internal

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatan
kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan
Negeri Raha secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna
memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat
fungsi pengawasan.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara
pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Pengadilan
Negeri Raha. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti
pengaduan yang diterima Pengadilan Negeri Raha yang dilaksanakan .

Pengadilan Negeri Raha berupaya menangani pengaduan bagi masyarakat
pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.31: Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Capaian
Target | Realisasi

2022 2021 2020
Presentase pengaduan yang | 100% 0% 0% 0% 0%
di tindaklanjuti

Dari tabel diatas, Target presentase pengaduan yang di tindaklanjuti tidak
tercapai, hal ini di sebabkan karena sejak tahun 2020 s/d 2022 tidak ada pengaduan
yang masuk di meja pengaduan Pengadilan Negeri Raha.
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Dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilakukan pengukuran

pencapaian kinerja pertriwulan, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.32: Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

Penganana Triwulan | Triwulan I Triwulan Il Triwulan IV
2 Jumlah Realisa Jumlah Realisa Jumlah Realisa Jumlah Realisa
Pengadua | po;0adua si Pengadua si Pengadua si Pengadua si
L n n n n
Diterima - - - -
Pengadilan
Negeri
Raha
Jumlah - - - - - - - -
Sasaran 6:

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Raha
melalui badan diklat mahkamah agung mengutus pegawai pengadilan untuk
mengikuti diklat, baik diklat teknis yudisial, maupun diklat non teknis yudisial.
Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, Pengadilan Negeri Raha memerlukan 2
(dua) indikator utama :

1. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial,

2. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial.

Tabel 3.33. Presentase Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sasaran strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian
% % %
Peningkatan kualitas | a. Presentase
sumber daya egawai yan
y Ped y ‘g 0% 0% 0%
manusia mengikuti diklat
teknis yudisial
b. Presentase
egawai yan
e Pl D 0% | 0% 0%

mengikuti diklat

Non Teknis yudisial

Sasaran 6 :

Indikator kinerja ke 1 : Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial .
Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial adalah perbandingan
jumlah pegawai dengan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.

a. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial
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Tabel 3.34. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

Fakta Sumber Daya Manusia yang Ada di Pengadilan Negeri Raha Berjumlah
31 Orang.

Sumber daya manusia Jumlah Orang Mengikuti diklat teknis yudisial
Ketua 1 Orang 1 orang
Wakil Ketua - Orang - orang
Panitera 1 Orang 1 orang
Sekretaris 1 Orang - orang
Wakil Panitera - Orang - orang
Hakim 6 Orang 1 orang
Panitera Muda 3 Orang - orang
Kepala Sub Bagian 3 Orang - orang
Staf 9 Orang - orang
Jurusita 1 Orang - orang
Jurusita Pengganti - Orang - orang
Panitera Pengganti 6 Orang 1 orang

Jumlah 31 Orang 4 orang

b.Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Tabel 3.35 : Presentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Fakta Sumber Daya Manusia yang Ada di Pengadilan Negeri Raha Berjumlah 26
Orang.

Sumber daya manusia Jumlah Orang Menghut dik-la-t o gk

yudisial
Ketua 1 Orang - orang
Wakil Ketua - Orang - orang
Panitera 1 Orang - orang
Sekretaris 1 Orang - orang
Wakil Panitera - Orang - orang
Hakim 6 Orang - orang
Panitera Muda 3 Orang - orang
Kepala Sub Bagian 3 Orang - orang
Staf 9 Orang 5 orang
Jurusita 1 Orang - orang
Jurusita Pengganti - Orang - orang
Panitera Pengganti 6 Orang - orang
Jumlah 31 Orang 5 Orang
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Untuk Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Raha, Pegawai yang mengikuti

diklat teknis yudisial sebanyak 4 (empat) orang, dan pegawai yang mengikuti diklat
non teknis yudisial sebanyak 5 (lima) orang.

Sasaran 6:

Indikator kinerja ke - 2: Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM
(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian
Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumiah pegawai yang memiliki nilai prestasi
kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah
menginput SKP ke dalam aplikasi SIKEP. Indikator ini untuk mengukur kinerja
sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Capaian persentase produktifitas kinerja SDM
dilihat dari SKP dan penilaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut,

yaitu:

Tabel 3.36: Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian

Prestasi Kerja)
Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian
2022 | 2021 | 2020
Persentase peningkatan 100% 100% 100% 100% | 100%

produktifitas kinerja SDM (SKP

dan penilaian prestasi kerja)

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian
Prestasi Kerja) 100%. Data pengukuran tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang
sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Pengisian data SKP tahun 2022
sebanyak 31 pegawai atau 100% dari 31 pegawai sementara yang belum
menginput data di SKP sebanyak 0%. Tahun 2022, pegawai yang menginput SKP
sebanyak 31 atau 100%.

Tabel 3.37: Penilaian Prestasi Kerja PNS Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022
No Uraian Tahun 2022 Tahun 2021
1 Jumlah pegawai 31 29

2 Jumlah Penilaian Prestasi Kerja

a. Sangat baik

b. Baik 31 29
c. Cukup
d. Kurang
e. Buruk
Sudah input 31 29

4. Belum input - -
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Sasaran 7 : Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara
Akuntabel, Efektif dan Efesien.

Untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Raha, meningkatkan

pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya
mewujudkan sasaran ini, Pengadilan Negeri Raha membuat 1 indikator sebagai
berikut:
1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang
mendukung peningkatan pelayanan prima.

Tabel 3.38: Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara
Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
% % %
Meningkatnya a. Persentase
pengelolaan terpenuhinya
manajerial lembaga kebutuhan standar
peradilan secara sarana dan prasarana 100% 100% 100,0%
akuntabel, efektif dan yang mendukung
efisien peningkatan pelayanan
prima

Sasaran 7:

Indikator kinerja ke - 1: Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana
dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang
mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara belanja
modal yang di sediakan oleh Mahkamah Agung dengan Realisasi oleh Pengadilan
Negeri Raha

Tabel 3.39: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana
Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian
2022 | 2021 | 2020
Persentase terpenuhinya 100% 100% 100% | 100% | 100%
kebutuhan

standar sarana dan prasarana
yang
mendukung peningkatan

pelayanan prima
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Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung

Pengadilan Negeri Raha

peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana dan prasarana
pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap
lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap tak berwujud dan aset tetap yang
tidak digunakan.

Tahun 2022 pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana yang di berikan
oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan Negeri Raha 100%, begitu pula dengan
tahun 2020 dan 2021 presentase capaian realisasi mencapai 100%.

Sasaran 8. Peningkatan kualiatas pengelolaan anggaran berbasis kinerja
Sasaran tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Presentase peyerapan belanja pegawai
2. Presentase penyerapan belanja barang
3. Presentase peyerapan belanja modal

Presentase penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran dalam DIPA
dibandingkan dengan jumlah realisasi anggran.

Ketiga indikator ini diuraikan dalam Realisasi Anggaran seperti pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.40: Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja

No Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Progaram 2022 2022 2022
1 2 3 4 5 6
1. | Peningkatan Presentase 89,69% | 92,98% | 103,67%
kualitas penyerapan
pengelolaan anggaran belanja
anggaran berbasis gaji
kinerja Presentase 96,47% | 99,46% | 103,09%
penyerapan
anggaran belanja
barang
Presentase 100% 100% 100%
penyerapan belanja
modal
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B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target

Pengadilan Negeri Raha

rencana kerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi belanja pegawai, belanja
barang dan belanja modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , meliputi belanja barang dan belanja jasa

profesi

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2022,
rincian PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
sebagai berikut:

Tabel 3.41: PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan

Administrasi
No KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 | BELANJA PEGAWAI 3.424.020.000 3.183.624.121 92,98%
2 | BELANJA BARANG 1.648.223.000 1.639.355.350 99,46%
3 | BELANJA MODAL 142.500.000 142.500.000 100%
TOTAL 5.214.743.000 4.965.479.471 97%

1) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak
mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,
honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak
termasuk dalam belanja pegawai yang telah terealisasi selama Tahun
Anggaran 2022. Hal ini dapat kita lihat pada PAGU belanja pegawai yang
telah terserap sebesar 92,98% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 3.42: Pagu belanja pegawai yang terealisasi tahun 2022

KODE
No | RODE KEGIATAN PAGU REALISAS! | %
1 | 511111 E‘;‘gma Gaji Pokok 1.469.744.000 | 1.361.675.540 | 92,65
2 | 511119 g‘;"spemb”'ata" Gaii 29.000 25314 | 87,29
Belanja Tun;.
3 | srpi | 2aAMa T 116.735.000 | 107.389.018 | 91,99
4 | 511122 E:l'g’“a Tunj. Anak 32.908.000 | 30.231.392 | 91.87
511123 | Belanja Tunj. Struktural | 32.170.000 | 28.140.000 | 87,47
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PNS
Belanja Tunj.
6 | srinzs | et A 1.159.432.000 | 1.076.570.000 | 92,85
511125 | Belanja Tunj. PPhPNS | 116.990.000 | 107.202.577 | 91.63
8 | 511126 Eﬁl'g'”a Tunj. Beras 92596.000 | 85.745.280 | 92.60
9 | 511129 Ef;‘l'g“’a Uang Makan 251.435.000 | 245.950.000| 97,82
10 | 511151 gﬁg”ja Tunj. Umum 25.081.000 | 23.245000| 92,68
Belanja tun;.
11 | 511157 | pelanatinl 126.900.000 | 117.450.000 | 92,55
Total Belanja Pegawai 3.424.020.000 | 3.183.624.121 | 92,98

2) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa

yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di

dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja

barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan,

sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam

standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian

Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat

maupun belanja barang tidak mengikat. Belanja Barang Operasional yang

telah terserap sebesar 99,46% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 3.43: Pagu belanja barang yang terealisasi tahun 2022

NO | KODE KEGIATAN PAGU REALISASI %
AKUN

| 52 Belanja Barang Operasional

1 521111 | Belanja Keperluan 351.967.000 | 351.930.500 | 99,99
Perkantoran

2 521119 | Belanja Barang 25.250.000 25.250.000 100
Operasional Lainnya

3 | 521131 | Belanja Barang 1.000.000 960.000 | 96,00
Operasional
Penanganan

4 | 521811 | Belanja Barang 57.000.000 56.999.900 100
Persediaan Barang
Konsumsi

5 521111 | Belanja Keperluan 175.380.000 174.544 900 | 99,52
Perkantoran

6 | 521114 | Belanja Pengiriman 27.000.000 26.964.100 | 99,87
Surat Dinas Pos Pusat

7 | 522111 | Belanja Langganan 120.000.000 | 116.220.500 | 96,85
Listrik

8 522112 | Belanja Langganan 10.562.000 10.304.700 | 97,56
Telepon
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9 523111 | Belanja Pemeliharaan 414.694.000 | 414.570.950 | 99,97
Gedung dan Bangunan

10 | 523119 | Belanja Pemeliharaan 105.100.000 | 105.089.900 | 99,99
Gedung dan Bangunan
Lainnya
11 | 523121 | Belanja Pemeliharaan 143.150.000 | 143.096.500 | 99,96
Peralatan dan Mesin
12 | 521111 | Belanja Keperluan 18.310.000 18.310.000 100
Perkantoran
13 | 521115 | Belanja Honor 41.400.000 41.400.000 100
Operasional Satuan
Kerja
14 | 524111 | Belanja Perjalanan 95.140.000 94.010.700 | 98.81
Dinas Biasa
15 | 524111 | Belanja Perjalanan 50.520.000 47.962.000 | 94,94
Dinas Biasa
16 | 524113 | Belanja Perjalanan 2.100.000 2.100.000 100
Dinas Dalam Kota
17 | 521131 | Belanja Barang 4.650.000 4.640.600 | 99,80
Operasional-
penanganan
18 | 522192 | Belanja Jasa - 5.000.000 5.000.000 100
Penanganan
TOTAL BELANJA BARANG 1.648.223.000 | 1.639.355.350 | 99,46
OPERASIONAL

3) Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan,
peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk
tupoksi. Pada tahun 2022 ada pengeluaran berupa belanja modal peralatan
dan mesin yang sudah terlaksana 100% dengan rincian belanja sebagai
berikut:

Tabel 3.44: Pagu belanja modal yang terealisasi tahun 2022

NO KODE KEGIATAN PAGU REALISASI %
AKUN

l 53 Belanja Modal

1 532111 Belanja Modal 50.500.000 50.500.000 | 100,00
Peralatan dan
Mesin

2 532111 Belanja Modal 45.000.000 45.000.000 | 100,00
Peralatan dan
Mesin

3 532111 Belanja Modal 47.000.000 47.000.000 | 100,00
Peralatan dan
Mesin

TOTAL BELANJA MODAL 142.500.000 142.500.000 | 100,00
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2. PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebagai
berikut:

Tabel 3.45: PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Tahun 2022
NOI| o KEGIATAN PAGU | REALISASI | %
Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000 1.500.000 | 100,00
! 224113 Dalam Kota
2. | 521211 | Belanja Bahan 10.800.000 10.800.000 | 100,00
Belanja Barang 51.010.000 50.972.000 | 99,93
3. | 521811 | Persediaan Barang
Konsumsi
Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000 6.300.000 | 98,44
4 SeAl1s Dalam Kota
5 524113 Belanja Perjalanan Dinas | 11.900.000 11.900.000 | 100,00
) Dalam Kota
6. | 521211 | Belanja Bahan 42.870.000 42.570.000 | 99,30
Belanja Perjalanan Dinas | 16.100.000 16.100.000 | 100,00
L | Seati3 Dalam Kota
8. | 521211 | Belanja Bahan 12.500.000 12.484.000 | 99,87
9 521114 Belanja Pengiriman 2.000.000 1.824.000 | 91,20
: Surat Dinas Pos Pusat
Belanja Perjalanan Dinas 5.670.000 5.600.000 | 98,77
10. | 524113 Dalam Kota
Belanja Pengiriman 5.600.000 5.600.000 | 100,00
M. | 94ii14 Surat Dinas Pos Pusat
Belanja Perjalanan Dinas 1.470.000 1.400.000 | 95,24
12:] 22413 Dalam Kota
13. | 522131 | Belanja Jasa Konsultan 31.200.000 31.200.000 | 100,00
TOTAL ANGGARAN 199.020.000 | 198.250.000 | 99,61
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Raha pada
dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan
strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2022 memuat laporan
pencapaian kerja Pengadilan Negeri Raha selama kurun waktu 2022 yang
dituangkan menjadi enam target sasaran strategis.

Secara umum, tujuan program maupun sasaran kerja Pengadilan Negeri
Raha Tahun 2022 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah
hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai tahun
2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun- tahun mendatang agar dapat
merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang
ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di
dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem
kerja yang didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.
Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Raha antara lain
semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa
dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi
atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta di dalamnya.

Adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat
menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala/lhambatan
tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala di Pengadilan
Negeri Raha antaranya perkara yaitu jumlah Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita
Pengganti yang masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah beban
perkara. Jumlah Staf Pengadilan Negeri Raha juga sedikit, sehingga ada beberapa
staf yang masih merangkap tugas.

B. SARAN
Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif

dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber
daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi melalui pemanfaatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Instansi
Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim Penyusunan Laporan Instansi
Pemerintah yang terdiri dari unsur Kepaniteraan dan unsur Kesekretariatan, agar
data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan

. Raha, Januari 2023

P /

adilan Negeri Raha

53



LAMPIRAN - LAMPIRAN



L T TV = L=
"HS'VdWISNYSYH &P

JBINChUOY| ] £, redis oy ]
- IR ises  OR 1A ’ DYV 'd HONE VHONEN ANTRS .

AVYNOISONNA NVYLVEVYI YOdINOT3IN

g

LTy -

WNYTY NSHYAS .

qem————

- e e

s " . .

Gomoy G 1en

ruedueialoy

HWH'S "OLNYHNS QYW YHNN

[HiE; T S g -~ : e = JE=—
S B eyey l1esaf uelipeasucsd

LN ISVSINVDHO HNLMNYULS




‘uejipeiaq uebunybui (jedws)

p eped Buipueg jexbuil uep ewepsd jexbuil uejpeBuaq Ip eseyiad
ueesaj@Auad Buejus) $L0Z unye} z Jowou YAM IS ueeliaq ueng

eped ueyessjasip Bued euepid eseysad esis yejwn[ yejepe ndino
‘uelelleaq unyey unye) eped uejessjesip sniey Buek eAuwnjeges
unye} euepid eisexied esis yejwnl yelepe jndu] ‘eAuwnjsgas unye)

eped lesejes wnjaq bued euepid esexiad yejepe euepid elexiad esig

:uejelen)

ueunye] ueiloden ueyiessjasiq Buek
uep o1 ueylesalesip sniey Guek euepid esexuad esis yejwnp EUEPId ele)iad
S0

ueuegng uesodeq ela)lued ~ Ueyless|ssip Buef euepid elexpad esis yejwnp ESIS asejussiad

‘ue|pesad uebunybui
(jedws) ¢ eped Buipueq jesbu uep eweusd exybuil ueppebuad Ip
eiesyad  uelessj@Auad bBuejus) L0z unye} z Jowou YAN 38 ueeliaqg
unye} eped uejessiesip Bued ejepsad elewsad esis  yejwnl yejepe
Indino  ‘uelellaq unye; eped ueyessjesip sniey Buek eAuwnjeqes
unye} ejepiad esedsad esis yejwnl yeepe ndul  eAuwnjeges unye)
eped lesajs wnjaq Bued ejepiad eeyiad yelepe ejepiad eiedad esig e

. laqejuny)y

tRERED uep ueledsues)

ueunye] uesode] ueyiesa|esig sniey Gueh ejepiad eiexad esig yejwnp fised Bueh
uep it R . — e : ueyesajesiq BueA ejepiad | uejpelad $8sold
ueueng uesodeq BJIB)UEY uesiesojasiq buek ejepied  eieyad esig yeiwns BIE)Iad BSIS 9SBjUSsIad eAupninmia |
v.1va ¥3gnns 8VMVT ON NVSYT13rNad VFNANIM  HOLVMIANI VIAVLN VYN

NOONVN3d

VHYY I43D3N NVT1IAVYON3d
VIAVLN VIYINK HOLYMIANI




ueunye] ueiode?
uep

"wnwn uejpelad uebunybui ip aoisnr jielojsay uedesausd
uewopad Buejusy zz0z/zL/00'SdMS/NFA/LE9L JOWON wnjipeg ualig S -
‘uelefllaq uging eped npem Jeda) ueyessjasip Buek jnelojsay

eseyyad  yejwnl yeepe jndjno ‘ueellaq ueing eped  ueyiess|asip

yejwnl yejepe ndu|
Hi1313119)

Bued jelsojsey uebuap ueyiessjesip bued esexied

meloisey ynjun ueynleip Gued esexiad

[
#4001 JIEIO}Say UEDUBap Ueyesajos|p DUBA BIBYIad Uejwn[

JjeJoisal
ueduap ueyiesa|asip
8ueA eiseyiad asejuasiad

ueue|ng uelode Blgjiued
‘ue|ipelad
uebunybui; (jedws) p eped Buipueq jexbun uep ewepad jeybun
uejpebuad 1p eleysad ueless@Auad Buejusl tL0z unye} z Jowou
Bunby yeweyyely uesep3 jeing ‘ueellaq ueing eped npiem jeds)
ueyiesajesip Bued euepid eseysied  yewnl yeepe ndino  Cueelieq
uging eped ueyessjesip Bued euepid eisexuad yejwn[ yejepe ndu| .
:ugiBIB)
UeunyeL uelode? i ueylesa|jes|q Bued euepid eieyad yejwnp npem jeds)
uep %001 e 1895 L U ueyiessjesip Buek euepid
ueue|ng uelodeq elajued eleyiad ssejuasiad
BunBy uyeweyyew uesep3 jeng ueellaq ueing eped npem jeds)
ueyiess|esip bBued ejepiad esessed yejwn[ yeepe ndinQ uejeliaq
ueing eped ueyesejesip Bued ejepsad eseysad yewnl yejepe ndu] .
ugeIe)
UEUnHEL URiaten) , ueyesajesig Bueh ejepiad eieyiad yejwnp NPEM jedB L
uep %001 ueyiesajssiqg Buek ejepiad
ueue|ng uelode ela}lued eleylad @sejuasiad




ueunye] ueisodeq
uep

uesnind ueyilad uep ueujes ueledweluaq Buejus) zo

ON VI 35 ueyeqnued Buejua) 10z unyel LOON BunbBy yewexuepw
ueiep3 jeing Meyid esed epedey wujip 6uel uesnind ueules yejwnp .
{13151 4g)

snindiq GueA ejepiad eiexiad yejwnp

%001
nmyem jede) yeyld eled epedey wup Buek ejepied eseyiad uesning Ueujes yejwnp

npiem jeds) yeyld
eled epeday wuip Buek
Bleplad eleylad uesning

elexlad
uelesa|ahusd
ueejojabuad
SelAel3

ueuejng uelodeq elsliued uBuleS esejuasiad ueeybuiuag | 'z
Mignd ueuedejad
eiebusjahuad Jun  jeyesedsely  uesendsy 1IBANS  ueunsnAuag
uewopad 6buejs) /L0Z unyel yL JOWON eIsauopu| yiqndsy Isesyollg
Isewlojoy uep eiebaN Jnjeiedy ueeunbBedepusd WBUS|N UBINJEIDd .
{11131
uejipeay| ieouad uapuodssy yejwnp
ueunye] uelode
M. L %001 UE|[peiad
uep ueueke depeyis]send Bueh uejpeay LIedued uspuodsay yejwnp ug|ipesy|
ueue|ng uelodeq elajiued 1Jeouad uesendsy xapu,
°
{31319
1Islanlg
ueunyey ueiode? YEUY BUBPIH BIBYIad YEjWN[ uebuap
1]
uep %001 [SJ9AI UBDUBp UBYESa|asi BUBA yeuy Eueplg eleyag qejuny ueyiess|asiq buel yeuy
ueue|ng uelode elajlued BUEpI4 BlB)Iad 3Sejussiad




ue|ipebuad elisuy snbeq
unjewss exew nnfuepjepunip buek |snyesya ueuoyowlsad asejussiad
‘uejellaq ueing eped Isnyesyalp yee) Buek eseysed
Inding  uejellaq ueng eped IsnyasysIp
uep 1Hg
indu;  -pnfuepepunip Bued 1snyasye

B6ul} ujewas

uesnind yejwnl yejepe

3¥nun ueyuoyowlp elesyjad  uesmind  yejwnl  yejepe

ueuoyowsad asejussiad yeepe .

‘ugjejen) uejpebuad
(1snjasyalq) nnfuey uesnjng
(isnyesyaia) nnfuepepunip
ueunyel ueloden 2%001 ynjun  uejuoyowip uep |HE Yepns Buek ejepiad eiexiad uesning yejwnr AEpulla Bueh depey.s}
uep ueuegjng (1snxasxelg) nnlue| yepunq 6uek ejepiaq eiexled uesmng yejwnr Eleplad eleylad ueynjeday
uelodeT] elajiued uesnjnd asejussiad eAuieyBuiuapy ¥
(wnyeqgsod)
$ wnynH
:aejeje
181e) uenjueg ueueen uexibbuidia .
nuaua) uebuojos) ue|ipesy LEdUad Yejwnp Rl uep: HPIElN
1 : = n
ueunyel uelode? 04001 [Weqsog) Wnyny uenjueg Waue] uebuojo Jexesedse|y 16eq
uep ueuejng ueuede jedepus|y Buek njueue) ueBuojos) uejipEa)| LEJUSY YEIWNF uejipea)| lleousd ug|ipeiad sesy
ueloden elajiued ERSUEIER eAuieyBuiusy >
[ ]
:uejelen
Buek ISEIPaN
ueunye| uelodeq Iselpaly uexnyejig Buek eiexied yejwnp INjejs|\  ueyiesajasiq
uep %001 ISeIps|N Injeja|y ueyiesajasiq Guek eiexiad yejwnp Buek
ueug|ng uelode’ eisjiued BleMlad osejussiad
¥eyld esed epedsy BunsBue| uexusqip euepld elediad uesnmnd ueules e
‘uesnind ueyed uep ueules ueredweAusd bBuejus) zo ON YW neAA 18da ] Neuld
38 ueyegqniad OBuews) L0z unyel LoON BunBy yeweyuep ueiepy eled epeday
jeing  »eyd esed epedsy wupyp Bued uesmnd ueules yejwnp e wuip Buek
ueunye] uesodeq :uejejen BuUBpld BlE)lad
uep ueue|ng snindig Guef euepid eiexiad yejwnp uesnind ueulles
%001 npem jeda] ¥eyld eled epeday
ueJoden elsjiued wuiip Buek euepld eieIaq UBSMING UBUIES Yejwnf 8SEjussiad




RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI RAHA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata yang | 100
Peradilan yang Pasti, Diselesaikan
Transparan dan Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 95
Diselesaikan Tepat Waktu
4, Persentase perkara pidana yang o7
diselesaikan tepat waktu
5. Persentase perkara yang diselesaikan 10
dengan restorative justice
6. Persentase Perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Banding
7. Persentase Perkara Yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 75
10. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para
Perkara Pihak tepat waktu
11. Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pidana yang dikirim kepada Para
Pihak Tepat Waktu
12. Persentase Perkara yang Diselesaikan 10

Melalui Mediasi




13.

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100

14.

Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Raha, 4 Januari 2023
FKET

' / .‘--—a.__.‘i‘_\ iy ':‘ -
= =1 W 1

\ \ A
"I"\_

PENGADILAN NEGERI RAHA ¥/

MUHAMMAD SUKAMTO, S.H.. M.H.

AN

. -NIP/{9780826 200112 1 001




npem
1eda) ueyiesa|asip

npem

00T | 46 | 00T | 00T | L6 Sueh euepid 00T 1eda3 ueyjesa|asip 3ueA
euepid eseyad asejuasiad
eJeylad asejuasiad
NPEM | [2gejuniy uep
jeda] ueyiess|asiq uesedsued] UBIRSSI5SI thmﬁwwww._.
00T S6 00T | OOT | oOT SueA eyepiag mseq 00T A1esa|asig piad
eJeylad 9seijuasiad
BJE)IDd DSBIUDSId | BueA uejipelsd
00T | OOT | OOT | OOT | OOt ue Pld pn! 18 00T eiIad BSIS 95LIUISIAG
Ble)lad BsSIS 9se1uasiad [2qejunye uep uesedsues)
ueylesajasiq 13sed 3ueA sasoud injejaw uepipesad
- ‘ueyjlesa|asip ueA eijepiad
00T | 00T | 00T | OOT | 00T ueA ejepiad 00T wa3sAs depeyua) jexeseAsew
eJed)ad esis asejuasald
eJieyjiad esiS 9sejuasiad ueeAeataday eAupninmia |
0T | €C0C | ZzZoz | 1¢0c | 0Coce eliauny Jo3eyipu| uelein % elsauny Jo3eyipu] uelein
(unyey
S) yeSuauspy
1981e) si8a3e43S ueiESES exSuef uenfny
198i1e]

202 — 0202 NNHV L
VHVY [4393N NV1IAVON3d

SIO3LVYLS VNVINIH MIHLVIA




uejipeaj ue|ipea)

L8 58 08 08 S 11eoudd uesenday xapuj e l1eduad uesenda) xapul
ISI3AIQ

: ; IS1aA1q ueduap

teBiiap Usyjesaleslq uey1esa|asl w:m> eu

0T o) 01T o) 0T SueA yeuy euepid 0T j1essesig Aeuy

BUBPId BJeYJDd SBIUDSIDd
BIB).I3d 9SBIUISIDY

Isesey wnynH eAedn Isesey wnynH

06 | 06 | 06 | 06 | 06 | uejnfe3us yepil Sue, 06 eAedn uexnfesusiy epiL

BIE)13d 9SBIUISIDg Bue) eaeyiad asejuasiad

Buipueg wnynHy eAedn Suipueg wnynH

06 | 06 | 06 | 06 | 06 | uejnfedus|y jepiL SueA 06 eAedn uexnfedua yepiy

IER N UEER] SueA eaeyiad asejuasiad
aonsnf

e 3213snf an13pi03sal

- - 9113010355, UBBUIP ue3uap ueylesajasl

0T 0T 01 ueylesajasip SueA 01T p uejless|asip

JueA eaeysad asejuasiad
eleysad asejuastag

20T | €20C | 2Z0T | 120T | 020¢C eflsaury J03e)1pu| uejein % elsauny Jo03e)j1pu] uejein
(unyey
S) yeduauap
1984e) si3ajeJls ueieses exsue uening

081e]




ISeIpaIA INjelRIA

Iselpal

o1 0T 0T o1 o1 ueyjiesajasiqg sueA 0T IN|E[3IAl UBYIES3|aSIa
eiR)Iod 95ejuastad JueA eaeyiag asejuasiad
neM jeda yeyld esed nyem jedal yeyld
epeday wupjip SueA eled epeday wupjip sueh
00T | 00T | 0OT | 00T | OOT BUBpId BJB)I3d UBSNINg 001 BUEpId BJe)Iad uesning
UBU|[eS 95BIUISIaq ueujjes asejuasiad
npiem jeds)
jeyld eled epeday BIB)I3d APIEN 3803 HEY|d
00T | 00T | 00T | 00T | 00T |  wupjip Suek eepiag | UetesdjaAuag 00T ied epeday wiipjip Bued
eJeNIaq UBSNINg ueejoja8uag BIEPISd BJRY}ISH UBSMING | spu104u) 1S0j0uya) UBIER LB
UeUI|eS SBIUBSIAY CETVVETE! ueuljes 9SeIUSSId | |1 pjaw eieysad ueuesSueuad sasoid
ueieysuluag ueeueysapaAuad eAupnfnmiay
202 | €20C | 2Z0T | T20¢ | 0zZOoT elsaupy Jo3e31pu| uelein % el1aury Jojeyipu| uelein
(unyey
G) yeSuaua
3e81e) s|893e.)S UBIESES exSuef uening

1981e]




100 T ZTT00T mmmomhmﬁ i -

- l..
"HW H'R OLAVINS [y _Eza?___,.

2 VHYY 1§39IN NI
€20 1enuer

F]
(o) | UoUPERd (srosyor)
lnfue| yepunip 1nfue| yepunip
d
s S S S s 3ueA ejepiad eaeyad pEHI 5 SueA ejepiaq eseysad
uesning asejuasal detinadsy uesnind asejuasad IUEHPESY peousH Jeyeiedsem
i d eAujexsuiuaiy iod d 18eq ewud ueueAejad eAupninmia)
o | L sz
AnH m P USN wnjynH uenjueg ueueAeq] ueyd133uidiay uep
ueueAe jedepua|p| jexeseAse
00T | 00T | 00T | OOT | oOT 00T jedepus|y SueA njuapa) upjsiw 1exeseAsew 13eq uejpesad
SueA muawa) | 18eq uejipesad
ueduojoo ue|ipeay sasye ueueAejad eAupninmia]
ue3uojo9 ue|ipeay Sasyy
11BJU3d 3SeIUISIad
lJeouad asejuastad | eAuieysuiusy
207 | €202 | 220z | T20Z | 0T0C el1auny Jo3e)ipul uejeln % efiaupy Joeyipul uelein
(unyey
G) yeSuausy
39816} s189]e.1S ueleseg eySuef uenfng

1981e]




Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
NOMOR : W23-U3/ 394 /0T 01.1/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKijIP)

TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI RAHA

Ketua Pengadilan Negeri Raha

. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna
memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja
yang berkualitas;

. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu

untuk melaksanakan tugas ini;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan  Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha tentang Pembentukan Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua alas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu alas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Menetapkan

Kesatu

Kedua
Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan Yth.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN
NEGERI RAHA

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Pengadilan Negeri Raha, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Raha.

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasi kan keputusan ini dan
melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada
DIPA Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di
dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

(& PENGADILAN NEGERI RAHA. -/

&

| h |
| MUBAMPARISUKAMTO, S.H, MH,
5 NIP. 19780826 200112 1 001

W R v

Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;



LAMPIRAN |

Nomor
Tanggal

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI RAHA

- Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha

: W23-U3/ 394 /0T.01.1/1/2023
: 2 Januari 2023

DITUNJUK/ DIANGKAT| _ KET.
NO NAMA / NIP JABATAN SEBAGAI
;| MUHAMMAD SUKAMTO, SH., MH./ Ketua Pengadilan Negeri Penanggung jawab
" | NIP. 19780826 200112 1 001 Raha
M. NASIR / Ketua
2. | NIP. 19650304 198603 1 003ABDUL Sekretaris
HAFID, S.H. / ) Koordinator Validasi
> | NIP. 1971051 199303 1 001 Faniem Data
4. | MUHAMMAD AKBAR RUSLI, SH., MH/| Hakim Pengadilan Negeri | Tim Pereviu Laporan
" | NIP. 19920914 201712 1 004 Raha Kinerja
5 YURI STIADI, SH./ Hakim Pengadilan Negeri Tim Pereviu Laporan
" | NIP. 19910608 201712 1 002 Raha Kinerja
j
6. | DIO DERA DARMAWAN, SH. / Hakim Pengadilan Negeri |  Tim Pereviu Laporan
" | NIP. 19970818 201712 1 008 Raha Kinerja
Kasubbag Perencanaan, Sekretariat / Anggota
MUKMIN, S.Kom. / : ;
7| NIP. 19800301 201101 1 007 Teknologi Informasi dan
Pelaporan
AJIDIN LA BAILI, S.H./ .
8. NIP. 19910806 201403 1 001 Panitera Muda Hukum Anggota
AGUS MERDEKAWATI, S.H./ . ‘
9 NIP. 19830817 200704 2 001 Panitera Muda Pidana Anggota
LA ODE SUNIA, S.Pd.I / Kasubbag Umum dan
101 NIP 19731231 199403 1 006 Keuangan Anggota
11 SYAMSU ALAM / gfsggigzgiﬁzzegggaian, Anggota
NIP. 19691220 199303 1 003 LsFears
9. | WA ODE FITRIATI, S.Pd PPNPN Anggota

fKETL]A NGADILAN NEGERI RAHA,

. 4 MUHA WA SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP, 16780826 200112 1 001




LAMPIRAN 11 : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha

Nomor - W23-U3/ 294 /0T.01.1/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI RAHA

-
NO JABATAN TUGAS
Bertanggung jawab alas pelaksanaan penyusunan
1. | Penanggung Jawab Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
L Pengadilan Negeri Raha.
2. | Koordinator Validasi Data Memvalidasi keabsahan data kinerja
a.  Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan
kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan;
3. | Ketua — .
b.  Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan
kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intemn
Pemerintah.
4. | Sekretariat Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta
5| Anggota menganalisis indikator kinerja
Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa
6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja laporan kinerja tefah menyajikan informasi kinerja yang
andal, akurat dan berkualitas.
|

\ " MUHAMMAD SUKAMTO, S 4, M.H.
N\ & NP 19780826 200112 1 001
'\\ N S .‘. ;."_.

N -




